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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik 

sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan 

berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh 

dari memuaskan. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki 

karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. 

komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission) dan 

kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.1 

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) oleh 

karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa 

(extra judicial action). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus 

dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparatur penegak hukum. 

Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya 

harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal 

tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

                                                             
1 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi 

Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)), 

Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22. 
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Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang 

yang berniat melakukannya melalui delik pemufakatan jahat 

(samenspanning). 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyebutkan bahwa  “setiap orang yang melakukan percobaan, 

pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik pemufakatan 

jahat dalam tindak pidana korupsi mengatur adanya ancaman pidana bagi 

setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat 

karena diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Terutama 

apabila dilakukan oleh pejabat negara yang memberikan sanksi penjara dan 

denda minimal bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, 

baik itu merupakan pidana penjara maupun pidana denda. 

Pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk 

memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. 

Pemufakatan jahat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa “Dikatakan ada pemufakatan 

jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan 

kejahatan”. Berdasarkan hal tersebut, pemufakatan jahat dianggap telah 

terjadi setelah 2 (dua) orang atu lebih mencapai suatu kesepakatan untuk 

melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau 

belum dilakukan. Sehingga baru pada tahapan niat untuk melakukan 

perbuatan jahat saja dapat dikenakan tindak pidana. 

Tindak pidana pemufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana 

percobaan (poging) yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 

3 (tiga) unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut 

tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian tindak pidana 

pemufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum. 

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan pemufakatan 

jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalm Pasal 104, 106, 107 

dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal 

tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam 

keselamatan negara (staatsgevaarlijke misdrijven), seperti upaya makar dan 

pemberontakan. Dalam perkembangannya pemufakatan jahat tidak hanya 
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berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan 

tetapi berlaku bagi penjahat narkotika, pelaku money laundering dan 

pelaku korupsi masing-masing melalui undang-undang yang mengaturnya. 

Berdasarkan uraian di atas pemufakatan jahat apabila hal untuk 

melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh dua orang 

atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara 

mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang 

memiliki niat yang sama, sedangkan apabila hanya niat tidak dapat 

dipidana karena niat tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. 

Oleh karena itu, Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat 

memberikan makna dari frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini 

menunjukkan apabila Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberikan 

kepastian hukum karena tidak ada pengertian makna. 

Persoalan yang ada adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan 

merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 

merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat 

untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk 

perbuatan konkrit, maka dalam pemufakatan jahat hanya ada niat dengan 
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mengadakan pemufakatan jahat sama sekali tidak ada perbuatan 

pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, pemufakatan 

jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak 

pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang 

diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Permasalahan hukum lain muncul karena kurang jelas dan tegasnya 

pengertian dari pemufakatan jahat itu sendiri sehingga menyebabkan 

multitafsir. Implementasi makna dan substansi pemufakatan jahat dalam 

tindak pidana korupsi belum seluruhnya tercermin dalam peraturan 

perundang-undangan sehingga baik penyelenggara negara maupun penegak 

hukum mengalami kesukaran untuk menjalankan fungsi kewenangan 

tersebut. Sebagai contoh dalam kasus Anggodo Widjojo. Dalam kasus 

tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 

menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara 

dan denda Rp 150 juta subsider 3 (tiga) bulan penjara. Ketua Majelis 

Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni 

Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan pemufakatan jahat 

untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
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penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara 

negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan 

dengan kewajiban terpenuhi.2 

Kasus yang sama juga terjadi pada terdakwa Mochtar Mohamad, 

dalam kasus tersebut Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota 

Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah 

bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah 

Kota Bekasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus 

juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda 

Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan 

Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda 

Mardalina memberikan penilaian dengan layak atau nilai 73 sehingga 

Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.3 Atas 

perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad 

terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara 

                                                             
2thttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml, 

diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 08.08 WIB. 
3Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011. 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml
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selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (enamratus 

juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, 

maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan 

terdakwa Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan 

pemufakatan jahat, karena ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan 

melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai 

Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan 

nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya pemufakatan jahat 

itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana 

melalui para Kepada SKPD masing-masing. 

Kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi lainnya adalah yang 

dilakukan oleh anggota DPR atas nama Drs. Setya Novanto. Sehubungan 

dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 

September 2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, 

yang pada saat itu adalah seorang anggota DPR, dimana menurut pemohon 

dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana 

korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana 

korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Karena 

pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa 

pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden 
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Direktur PT. Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsuddin dan 

pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Sehingga 

pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan 

Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait 

perpanjangan ijin atau kontrak PT. Freeport Indonesia. 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, semua 

ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana kualitatif 

yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau 

pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Oleh karena itu, 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dapat 

diterapkan terhadap kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih memiliki 

kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2. Sekalipun tidak disebutkan 

secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang 

dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut 

serta dengan pemohon dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. 

Freeport Indonesia, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas 
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khusus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara, sehingga 

pemohon tidak dapat dikatakan telah melakukan pemufakatan jahat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam 

amar putusannya telah memutuskan, antara lain mengabulkan permohonan 

pemohon seluruhnya, yaitu (1) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 

“Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai 

kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”. (2) Frasa 

“Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang 
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mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak 

pidana”. 

Putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata 

“mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak 

pidana”, yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 itu pun, menurut penulis 

pengertian dari makna pemufakatan jahat masih menyebabkan multitafsir, 

terlebih lagi makna pemufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak 

pidana korupsi tidak dimaksukan dalam bab undang-undang tindak pidana 

korupsi tersendiri, sehingga menyebabkan kelemahan hukum bagi para 

pelaku tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat memang memiliki 

sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian terutama 

berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus 

ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras 

dengan yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa 

kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan. 
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Konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya 

meeting of mind yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang 

disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun 

demikian, dengan adanya kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk 

meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau 

yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa 

meeting of mind tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan 

persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan 

kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya 

kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam teori hukum 

pidana dikenal dengan istilah sukzessive mittaterscraft yang berarti adanya 

keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat 

dilakukan secara diam-diam. 

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai makna dari 

pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi agar tidak lagi multitafsir 

sehingga perlu adanya suatu rekonstruksi. Dimana pada dasarnya tindak 

pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang merugikan negara 

dan masyarakat sosial. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul 

penelitian hukum yang berjudul “Efektifitas Pemidanaan Terhadap 

Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam 

tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana kepastian hukum pemidanaan terhadap pemufakatan jahat 

dalam tindak pidana korupsi? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pemidanaan terhadap 

pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pemidanaan 

terhadap pemufakatan jajat dalam tindak pidana korupsi. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam 

bidang ilmu hukum khususnya tentang pemufakatan jahat dalam tindak 

pidana korupsi yang berdasarkan hukum progresif. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi 

pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi terlebih mengenai 

pemufakatan jahat dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak 

multitafsir. 
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E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik 

1. Kerangka Konseptual 

a. Efektivitas 

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan 

dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas 

adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. 

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti 

yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam 

pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa 

berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Menurut 

Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” 

pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.4 

b. Pemidanaan 

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim 

untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto 

yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar 

“hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman 

atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pemidanaan 

dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan 

                                                             
4 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 

2003, hlm. 85 
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konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang 

merupakan sesuatu yang abstrak.5 

c. Pemufakatan Jahat 

Pengertian pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 

88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi 

sebagai berikut : “Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua 

orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.6 

Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat jika hal 

melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh 

dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan 

kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. 

Dengan demikian sudah ada pemufakatan jahat yang dapat 

dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (poging) 

bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding).7 

Moch. Anwar berpendapat bahwa, untuk 

samenspanningperlu adanya persetujuan (overeenkomst) antara 2 

(dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang 

tentu tidak perlu disyaratkan , bahwa persetujuan tersebut 

diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (begripsbepaling) 

dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut 

                                                             
5 Dwidja Priyatno , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung , 2006, hlm. 6. 
6Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33. 
7Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2012, hlm. 25. 
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hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal 

(ongeoorloofd).8 

d. Tindak Pidana 

Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam 

arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah 

perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.9 

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) 

yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang 

yang melanggar larangan itu.10 

e. Korupsi 

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘corruption’ dan dari 

kata kerja ‘corrumpere’ yang berarti busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutar balik serta menyogok. Menurut 

Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat 

publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang 

secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau 

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada 

                                                             
8H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, 

Bandung, 1986, hlm. 229. 
9C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54. 
10Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38. 
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mereka.11 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang 

(uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui 

kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti 

terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan 

(uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau 

orang lain.12 

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi 

definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi 

berevolusi pada tiap zaman, peradaban dan teritorial. 

Rumusannya bias berbeda tergantung pada titik tekan dan 

pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi 

dan hokum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam 

kehidupan social, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah 

dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. 

Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah 

merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral 

(moral corruption).13 Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun 

secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang 

                                                             
11Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik 

Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang, Pusat Penelitian IAIN 

Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 14. 
12Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 527. 
13 Albert Hasibuan, Titik Pandang Untuk Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1997, hlm. 342. 
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merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.14 

2. Kerangka Teoritik 

a. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang 

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. 

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai 

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai 

berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.15 Sedangkan 

efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk 

memantau.16 Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan 

“dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata 

efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek 

atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap 

pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil 

tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. 

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

                                                             
14 BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan 

BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 257. 
15Alwi Hasan, Op.Cit., hlm. 284. 
16Ibid., 
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sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social 

control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam 

masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi 

antara stabilitas dan perubahan di dalammasyarakat. Selain itu 

hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social 

engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan 

dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola 

pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke 

dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi 

hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum 

berlaku efektif. 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari 

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh 

mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 

sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum 

yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun 

dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih 

dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena 

seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada 
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kepentingannya.17 Sebagaimana yang telah diungkapkan 

sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di 

antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization. 

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap 

hukum secara umum antara lain :18 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 

hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum 

secara umum itu. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 

mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum 

itu. 

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, 

maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan 

bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang 

(prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang 

bersifat mengharuskan (mandatur). 

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 

dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 

                                                             
17Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, 

Jakarta, 2009, hlm. 375. 
18Ibid.,hlm. 376. 
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f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum 

harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika 

terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah 

memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan 

diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat 

dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk 

diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan penghukuman). 

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud 

larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan 

hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh 

orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan 

tersebut. 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara 

umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak 

aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum 

tersebut. 

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang 

minimal di dalam masyarakat. 

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. 

Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan 
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ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan 

terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri 

berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap 

keduanya : 

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan 

kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;  

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan 

kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya. 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, 

maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-

undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara 

lain : 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-

undangan didalam masyarakatnya.  

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 

tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 

instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai 

sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki 

kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan 

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan 
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adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang 

dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan 

tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 

penegakan perundang-undangan tersebut. Sedangkan Soerjono 

Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan 

hukum pada lima hal yakni :19 

1. Kelemahan Hukum 

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di 

lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian 

hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret 

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga 

ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai 

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu 

permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi 

prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat 

dari sudut hukum tertulis saja. 

2. Kelemahan Penegakan Hukum 

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada 

mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

                                                             
19 Soerjono Soekanto, Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,hlm. 5. 
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memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini 

ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk 

mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, 

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata 

petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan 

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau 

perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau 

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan 

wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas 

yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 

3. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup 

perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja 

dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan 

alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, 

sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting 

di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 

aktual. 
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4. Kelemahan Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap 

warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah 

taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Kelemahan Kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 

merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa 

yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap 

buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. 

Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-

undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk 

itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum 

adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku 

secara aktif. 
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Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, 

karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai 

tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan 

penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya 

sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik 

undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya 

pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya 

sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. 

b. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das 

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang 

harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia 

yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan 

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.20 

Gustav Radbruch dalam hal ini berpandangan bahwa ada 4 

                                                             
20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 
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(empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian 

hukum, yaitu: 21 

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

perundang-undangan. 

2.  Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan.  

3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah 

dilaksanakan 

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.  

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif 

adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data berupa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analitis. 

                                                             
21  https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/diakses 

pada tanggal 5 April 2021 pukul 04.53 WIB 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/diakses
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Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

kepustakaan atau data sekunder.22 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

data primer. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature 

atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian.23 Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

                                                             
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 
23 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34. 
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21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 serta peraturan 

perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam 

penelitian tesis ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil 

penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku 

mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet 

dengan menyebut nama situsnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data 

dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau 

dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang 

dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan 

memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 
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5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data 

kualiatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai jenuh.24 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada  penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Membahas tentang Pendahuluan yang dimulai dari Latar 

Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II : Membahas tentang Kajian Pustaka meliputi Tinjauan umum 

tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak 

Pidana Pemufakatan Jahat, Efektifitas Hukum, dan Tinjauan Hukum Islam 

tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Bab III  : Membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada 

pembahasan ini akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah. 

Bab IV : Membahas tentang Penutup yang berisi tentang Kesimpulan 

dan saran. 

 

 

                                                             
24 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode 

Baru, UIP, Jakarta, 1992, hlm. 16. 


